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ABSTRAK

Agen perusahaan asuransi bertugas untuk menjadi perantara antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam RAT AAJI No.
03/AAJ1/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwamenjelaskan bahwa agen asuransi
wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dankecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis,
tertanggung atau peserta. Namun kenyataannya terdapat permasalahan seorang agen asuransi yangtidak melakukan itikad
baik terhadap nasabah serta perusahaan asuransi yang diageni. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya yaitu:
1) Bagaimana tanggungjawab agen asuransi terhadap penyimpangan tugas pokok agen dalam klaim produk mitra beasiswa
AJB bumiputera 1912 cabang Padang? 2) Bagaimana kendala pelaksanaan tanggung jawab agen asuransi? 3) Bagaimana
upaya yang dilakukan AJBBumiputera 1912 cabang Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab
gen asuransi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian YuridisEmpiris, dan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian
an pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Tanggung jawab yang dilakukan agen asuransi terhadap penyimpangan tugas
okok agen dilaksanakan dengan aturan yang telah diperjanjikan antara pihak perusahaan AJB Bumiputera Padang dengan
ara agen asuransi yang bekerja atas namaperusahaan. 2) Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab
en asuransi diantaranya agen asuransi yang tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian, Bukti dari nasabah yang kurang
at, seperti bukti tanda terima premi yang telah nasabah setorkan kepada agen asuransi. Serta ketidakmampuan seorang
gen asuransidalam hal perekonomian untuk menyelesaikan kerugian yang agen tersebut timbulkan. 3) Terhadap kendala
ersebut perusahaan AJB Bumiputera 1912 Padang melakukan upaya diantaranya asuransi bumiputera Padang
enyelesaikannya memberikan surat peringatan atau SP kepada agen asuransi tersebut, melakukan pemeriksaan keterangan
ari kedua sisi, agen asuransi dan dari pihak nasabah, melakukan penarikan jaminan yang telah diperjanjikan dalam kontrak
erja agen asuransi dengan perusahaan serta adanya alternatif sanksi berupa pemotongan uang saku/uang transportasi atau
itiadakannya uang THR (seperti hari raya, dlI).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perasuransian merupakan industri yang memegang peranan penting
dalam memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang
akan terjadi, selain itu asuransi juga berperan memberikan dorongan terhadap arah

perkembangan ekonomi mksmﬂNUA f{ungan dalam penggunaaan

produk asuransi y3dng, ditawwa “harta/ass asuransi jiwa, bahkan

asuransi kesehatanfflapat di : 1S DBividu yanfimendaftarkan dirinya

“Usaha Perasuran ’ f—SEgH aa—Then . & pertanggungan atau
pengelolaan risiko dan distribusi produk
asuransi atau produk’@ faraan asuransi, asuransi
syariah, reasuransi, ‘a{3 pelMNaidn” kerugian asuransi atau
asuransi syariah.

Lembaga asuransi di Indonesia merupakan lembaga jasa keuangan non-bank
yang telah beroperasi sejak lama dan bertujuan untuk mensejahterakan setiap warga
negara dengan cara mengajak setiap warga negaranya untuk sadar akan perlunya
mengasuransikan dirinya. Salah satu tujuan tersebut telah direalisasikan oleh

pemerintah dengan dibentuknya lembaga asuransi dengan berbentuk badan hukum

mutual (usaha bersama) yaitu usaha asuransi yang dimiliki bersama setiap nasabah



pemegang polis. Asuransi dengan badan hukum mutual (usaha bersama) ini diatur
didalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian dengan penjelasan Pasal 6 ayat (3) yaitu membatasi perasuransian
dengan bentuk hukum usaha bersama (mutual) hanya perusahaan asuransi yang telah
ada pada saat Undang-Undang Perasuransian diundangkan. Maka dari penjelasan
Pasal tersebut di Indonesia hanya terdapat satu perusahaan perasuransian yang
berbentuk badan hukum mutual (usaha bersama) yaitu Asuransi Jiwa Bersama

UNIVERSITAS ANDALAg

Asuransi jiWa bersama bumiputgkasagiiipakan salah satl asuransi terbesar dan

Bumiputera 1912.

tertua di Indonesia
saat ini telah ban ( ; masarkan produknya
dengan bantuan
perusahaan asuran
agen, maka tidak afiEips . gegpolicy). Agen asuransi
dapat disebut sebdg ' : !
penjualan asuransi %M perusahaan asuransi.
Merekalah yang mengenal, melayai, dan menguasai portopolio nasabah. Oleh karena
itu, dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan

atau permasalahan dalam bisnis asuransi.

Dewasa ini melihat tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti asuransi

! Ketut Sendra, 2004, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi,
Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. him. 118.


https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dOCW2NgAAAAJ&citation_for_view=dOCW2NgAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC

jiwa tidak lepas dari tingkat kemampuan agen dalam memberikan penjelesan yang
tidak bersifat bujukan atau paksaan, cara pemberian pelayanan, sikap untuk
menetapkan kepentingan masyarakat, sebelum dan selama asuransi berlaku. Karena
itu agen haruslah dituntut selalu belajar menambah wawasan dan meningkatkan
kemampuan, akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya demi kepentingan
pemegang polis diatas kepentingan pribadi.?

Pada umumnya agen perusahaan asuransi bertugas untuk menjadi perantara

antara nasabah deng ng-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tenta ?) menyatakan bahwa
agen asuransi waji an kecermatan dalam
melayani atau bertf@ ' g atau peserta. Agen
asuransi juga berke tidak palsu, dan/atau
tidak menyesatkan serta mengenai risiko,
manfaat, kewajib ) produk asuransi atau

produk asuransi ate

Keputusan R ¥ dar Praktik Dan Kode
Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwjuga diatur bagaimana sikap serta tugas dari agen
asuransi suatu perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang
pembuatan surat keputusan rapat anggota tahunan AAJI dengan beberapa dasar

yaitu:>

2 SK No. 12/AAJI/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 Tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia
dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI

% Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar
Asuransi Jiwa



1. Setiap kegiatan pemasaran dan/atau penjualan produk-produk asuransi
jiwa harus dilakukan secara jujur dan adil dengan integritas dan
profesionalisme tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
Perusahaan Asuransi Jiwa, Tenaga Pemasar dan industri asuransi jiwa

pada umumnya.

2. AAJI memiliki komitmen untuk selalu menjaga standar profesionalitas

dan etika yang tinggi dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk-

ditetapkan lain dalam Kode Etik Tenaga Pemasar.

Perusahaan asuransi pada prakteknya memiliki para agen asuransi yang
membantu dalam hal pemasaran suatu produk asuransi yang disuatu asuransi tersebut,
namun tidak sedikit pula ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang
agen asuransi. Seorang agen asuransi perusahaan asuransi dituntut mempunyai

kemampuan dalam menjelaskan produk asuransi jiwa dengan baik dan jelas. Sebab



tidak akan mungkin bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antara
perusahaan asuransi dengan calon nasabah. Salah satu jalan yang harus ditempuh
perusahaan asuransi jiwa untuk menghindari kesalahan komunikasi dan
kesalahpahaman antara perusahaan asuransi dengan calon nasabah adalah
meningkatkan profesionalisme agen asuransi.

Pada kenyataannya dalam praktek perasuransian tidaklah serta-merta berjalan

seseuai yang diinginkan. Permasalahan yang menjadi sorotan dalam dunia

perasuransian sa kKurangnya kepercayaan

masyarakat untuk lis. Ketidakmampuan
perusahaan asuraf$ telah jatuh tempo
(Insolvabilitas) ya embuat perusahaan
asuransi di IndonegIg an klaim asuransi para
nasabahnya (terta asuransi yang gagal

bayar klaim nasa | W@sraya, Asuransi Jiwa

_ KEDJAJA AN
Bumiputera mencatat bahwa pada akhir 2020, utang klaim telah mencapai

kisaran Rp12 triliun, lebih besar dari perkiraan awal senilai Rp9,6 triliun. Jumlahnya
terus meningkat dibandingkan dengan akhir 2019, yakni sebesar Rp5,3 triliun.
Bumiputera terakhir kali mempublikasikan kinerja keuangan pada Agustus 2020,

yakni melalui laporan keuangan 2019 audited. Berdasarkan dokumen itu, klaim

* https://finansial. bisnis.com/read/20210216/215/1356839/0gah-disebut-gagal-bayar-ajb-bumiputera-
1912-hanya-terjadi-outstanding-claim . Diakses sabtu/24 April 2021/jam 11.40


https://finansial.bisnis.com/read/20210216/215/1356839/ogah-disebut-gagal-bayar-ajb-bumiputera-1912-hanya-terjadi-outstanding-claim
https://finansial.bisnis.com/read/20210216/215/1356839/ogah-disebut-gagal-bayar-ajb-bumiputera-1912-hanya-terjadi-outstanding-claim
https://finansial.bisnis.com/read/20210216/215/1356839/ogah-disebut-gagal-bayar-ajb-bumiputera-1912-hanya-terjadi-outstanding-claim

yang dibayarkan pada 2019 senilai Rp4,59 triliun atau turun 32,15 persen

dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp6,77 triliun. °

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus gagal bayar klaim

asuransi oleh perusahaan asuransi, seperti:°

1. Kelalaian dari tertanggung itu sendiri dalam memenuhi kelengkapan

dokumen-dokumen untuk pengajuan klaim asuransi bahkan kelalaian

tertanggung terkait dengan_kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan.

Perjanj i@

jenis-je

sedemikian, sehingga perja Jlan itu tidak akan diadakan, atau tidak
diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui

keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan

% lbid.

® Ibid.

" Abdulkadir Muhammad, 2002, Asuransi Dalam Perspektif Syariah, Bandung : Citra Aditya Bakti,

him. 4.



itu batal”.

2. Kurangnya premi yang dihasilkan perusahaan asuransi.

Sebagaimana pembayaran sejumlah kontribusi (semacam premi),
tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.
Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang

terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-

| pembayaran premi.

annya di dalam polis

perusahaan asuransi
a untuk memberikan
Promosi yang sangat
raagerastiansh-yant @n hal yang positif saja
dalam menjual produk
asuransi, setela po v al agen asuransi justru menjauhkan
diri dari tertanggung. Tentunya sikap agen asuransi seperti ini

bertentangan dengan misi perlindungan konsumen.*° Sehingga hal seperti

inilah yang dapat menyebabkan masalah dikemudian hari yaitu gagalnya

& Wirjono Prodjodikoro, 1979, Hukum Asuransi Di Indonesia, Jakarta: PT. Intermasa, him 86.
® Wetria Fauzi, 2019, Hukum Asuransi Di Indonesia, Padang: Andalas University Press. HIm. 68
1% 1bid. HIm. 50



pemegang polis atau nasabah untuk melakukan prosedur suatu klaim. Hal
ini misalnya terdapat pada pengajuan klaim produk mitra beasiswa

asuransi bumiputera.**
Pada data OJK juga tercatat, sepanjang 2020, sebanyak 593 aduan
disampaikan. Angka ini juga lebih tinggi dibanding dengan aduan di 2019 yang
sebanyak 230 aduan. Pada kuartal | tahun 2021 sudah mencapai 273 aduan. Pengamat

asuransi Irvan Rahardjo, mengatakan kondisi ini terjadi karena banyak terjadi salah

persepsi dalam penjuy

membeli produk ufp{tui rasuk risiko dari produk

12

ini.

Selanjutny: a perbuatan agen di
perusahaan asura g _ elakukan penagihan
terhadap pemeganpli ':.; i | nenhye an premi yang telah
dibayarkan oleh pdgK - BEgera menyetorkan hasil
penagihan premi d aan. Akibat perbuatan
agen tersebut peme yang dilakukan tidak
masuk ke kas perusahaan.’®* Ar g tidak disetor oleh agen tersebut

dianggap bahwa pemegang polis tidak melakukan pembayaran premi, sehingga status

polisnya menjadi tidak berlaku (lapse) karena telah melewati waktu jatuh tempo

! Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 Jam 14.00 WIB

12 Emir Yanwardhana, Terkuak! 'Dosa Besar' Agen Unit Link ke Nasabah Asuransi
https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210929083853-21-279961/terkuak-dosa-besar-agen-
unit-link-ke-nasabah-asuransi diakses pada tanggal 6 oktober 2021 jam 16.02

'3 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 Jam 14.00 WIB


http://www.cnbcindonesia.com/investment/20210929083853-21-279961/terkuak-dosa-besar-agen-
http://www.cnbcindonesia.com/investment/20210929083853-21-279961/terkuak-dosa-besar-agen-

pembayarannya.**

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan
dan penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB AGEN ASURANSI
TERHADAP PENYIMPANGAN TUGAS POKOK AGEN DALAM KLAIM
PRODUK MITRA BEASISWA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA

1912 CABANG PADANG”

B. Rumusan Masalah

{UNIVERSITAS ANDA( A5 .

Perumusan
sesuai dan sinkr¢
pertanyaan.'® Bergl@isa atar b : 2 didat diketahui rumusan

masalah sebagai bé

2. Bagaimana Kendala pe ggung Jawab Agen Asuransi Terhadap
Penyimpangan Tugas Pokok Agen Dalam Klaim Produk Mitra Beasiswa

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang?

3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

4 Didik Setiyawan, 2013, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian Yang Diderita
Pemegang Polis Karena Kesalahan Agen, Jurnal fakultas hukum, 2013, him. 6.
15 Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Jakarta: Raja Grafindo. him. 34.



1912 Cabang Padang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan

Tanggung Jawab Agen Asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,

maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab agen asuransi terhadap penyimpangan

M@ asuransi jiwa bersama

2. Untuk i Sahad g0 jawab agen asuransi
klaim produk mitra

albang padang

3. Untuk ~ dfasuransi jiwa bersama

fatasi kendala dalam

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas maka manfaat yang
dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

1 Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta agar

dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian
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dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.

2. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta
dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

3. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan
referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan
tambahan kepustakaan bagi penulis.

b) Manfaat Praktis

rlitama penulis untuk

asuransi terhadap

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan

mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas

11



permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. ** Metode penelitian

adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat

akademik dan praktis, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. *’

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang

ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.*®

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pende

SGNIVERBIHAS ANDALAS

Metgde rideka{an yang digunakan dalaffjoenelitian ini adalah

yuridis kumnya. Pendekatan

yuridis nyataan pelaksanaan
hukum sgia hukum dalam praktek
idis mengandung arti
J6faturan-peraturan yang
mumnya dan produk
peraturan khusus yang diketerapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Kebijaksanaan pemerintah sebagai yang tertulis dalam peraturan-peraturan

hukum meliputi:

a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

18 Spejono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, him.6

7 pid.
8 I bid.
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
penyelenggaraan Usaha Perasuransian

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

d.  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitigly: i Kar i . Sudlu penelitian deskriptif
iti mungkin.'® Hal ini
bertujua ' abfidari suatu hal terkait
dengan tg ‘ : pangan tugas pokok

agen dalam I3 (731 3 IBaBumiputera 1912 cabang

. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari:

'* Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, him.10
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a.

b)

Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya
ilmiah, Undang-Undang, literatur yang berkaitan dengan penelitian.
Studi kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat yaitu:

1. Perpustakaan pusat Universitas Andalas

2. Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas

3. Buku-buku serta bahan bacaan yang dimiliki penulis

pendukung analisis
ng diperoleh melalui
jen asuransi terhadap

oduk mitra beasiswa

diperoleh langsung dari sumber pertama.’’ Data primer diperoleh
dengan cara wawancara yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam

tanggung jawab agen asuransi terhadap penyimpangan tugas pokok

20 Ammiruddin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, him

30
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agen dalam klaim produk mitra beasiswa di AJB Bumiputera 1912
cabang Padang.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata
lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, peundang-undangan
yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis

lainnya.?! Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data

sekunder vangadi ari_objek atau permasalahan

ang telah dirumuskan

Penyelenggarasafdsal@®Perasuransian

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentangperubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2! Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, him.29
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b.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya®

c. Bahan Hukum Tersier

er, contohnya adalah

Sterusnya. 2

kukan dengan cara

dilakukan secara lisan

dengan cara Sé ; ain menanyakan pertanyaan
yang telah disusun serta pertanyaan yang nantinya dikembangkan oleh

penulis.

Studi Dokumen

22 1bid. him 52

2 |bid. him 52
2 Ibid. him 67
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Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.”® Penulis memeriksa dan mencocokan hasil dari penelitian
wawancara dengan dokumen yang telah penulis pelajari serta
menghubungkan dengan data dokumen dari peraturan perundang-
undangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

iolah terlebih dahulu
data yang didapatkan
eliti dalam penelitian
pangan tugas pokok

B Bumiputera 1912

glanjutnya data tersebut
disusun secara sisterfatissdan=dipilin secara kualitatif, yaitu hasil
penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan
dianalisis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang

disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, him 68
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maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu
dalam hal tanggung jawab agen asuransi terhadap penyimpangan tugas
pokok agen dalam klaim produk mitra beasiswa di AJB Bumiputera

1912 cabang Padang.

JNIVERSITAS ANDALRS

S
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Asuransi Pada Umumnya

1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi tercantum dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) yang menyatakan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri
terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti

rugi karena suatu kehilangan, ke aT—ata-tidak_mendapatkan keuntungan yang
diharapkan, yang paungki AR Bﬂﬁ@ atu, peristiwa yang tidak
pasti”. ' " 1 '

Pengertian asurans . i g-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentan

ahaan Asuransi dan
mi oleh Perusahaan

“Asuransi adalah
pemegang polis,
Asuransi sebagai i
a. Memberika
kerugian, ke

egang polis karena
Atungan, atau tanggung
dgerita tertanggung atau
fidak pasti; atau

hggalnya tertanggung
ggung dengan manfaat
pada hasil pengelolaan

Dari kedua pengertian asuransi diatas dapat ditarik perbandingan antara kedua

rumusan tersebut, yaitu:

1. Pada KUHD tidak terdapat penjelasan dimana adanya asuransi jiwa didalam
rumusan Pasal 246 KUHD tersebut, sedangkan dalam Pasal 1 butir (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, menyatakan bahwa asuransi yang
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diatur didalam rumusan tersebut meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Pada hal penggantian kerugian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 butir (1)
Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2014 meliputi yaitu dalam kalimat “karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung”,
sedangkan dalam Pasal 246 KUHD hanya mencakup jika terjadi keadaan

“karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang

Menurut Sri adalah suatu upaya untuk

menanggula sus untuk kerugian-

kerugian mu ftif. 2° Dalam bukunya,
KEDJAAN

Mulhadi memisaghk ?':‘ z _Y‘TA ¥ehsi, sebagai berikut: %

1. Fungsi Utama

a. Pengalihan Risiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan  kemungkinan

% Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, him. 44
" Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: PT Rajagrafindo Persada, him. 38
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risiko/kerugian dari tertanggung sebagai “original risk bearer” kepada
satu atau beberapa penanggung. Sehingga ketidakpastian yang berupa
kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak
terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti, mengubah
kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat
pembayaran premi.

Penghimpun Dana

pemegang polis) akan
| usibah, dana yang
suransi yang dibayar
la sedemikian rupa
n dipergunakan untuk

derita salah seorang

embayaran premi yang
dilakukan oleh masIfg: anggung adalah seimbang dan wajar,

dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada Penanggung.

2. Fungsi Tambahan

a.

Untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi

b. Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings

C.

Sarana pencegah dan pengendalian kerugian

21



b. Tujuan Asuransi

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya, membagi 4 (empat) tujuan asuransi,
yaitu:
a. Teori Pengalihan Risiko
Menurut teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari bahwa ada
ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya.

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang

| membayar sejumlah

sejak itu pula risiko

peristiwa yang

gian), maka kepada

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas
(sukarela) antara penanggung dan tertanggung, akan tetapi, adapula asuransi
yang diatur oleh undang-undang yang dalam hal ini bersifat wajib, artinya

tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang- undang,

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, him. 12
%9 |bid.him.13
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bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut juga asuransi sosial.
Tertanggung yang membayar premi tersebut adalah yang terikat pada suatu
hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya
hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Dengan tujuan apabila terjadi
peristiva yang tidak pasti (evenemen), asuransi sosial dapat menjadi

perlindungan bagi tertanggung dengan diberikannya santunan sejumlah

uang oleh penanggung (BUMN).*

anggotanya, dimana
ulan dan membayar
perkumpulan itu

ggota perkumpulan

erti ini mirip dengan
an asuransi saling
pertujuan mewujudkan
kesejahteraan anggota.

3. Prinsip-Prinsip Asuransi
Menurut Mulhadi, didalam bukunya, terdapat 6 (enam) prinsip-prinsip dasar

perjanjian asuransi, yaitu:

% 1bid. him.14
3 1bid. him.15
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a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest)
Seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan (interest)
atas harta benda (objek) yang dapat diasuransikan (insurable). Prinsip
kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan :
“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk
diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu
asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu

kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung
tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian”.

Maka darj_k q f}SbIASeANMﬂga 3 kepentingan merupakan

syarat ak (Essentieel vereiste) untuk dapatgfliadakannya perjanjian

asuransiff

Contoh dari i

faraid)
2. Hubung
b. Prinsip Itk
Berkenaa A& filad-Rajic b atl Pasal 251 KUHD, yang
menyatakan bahwa:
“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung betapa pun
iktikad baik itu ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya
Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu

tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama,
mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

% Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: PT Raja Grafindo Persada, him, 81
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Pasal 251 KUHD diatas hanya menekankan kewajiban tertanggung untuk
memberitahukan atau menyampaikan segala informasi yang benar (fakta
materiil) mengenai objek asuransi kepada penanggung. Namun saat ini
dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
perasuransian telah menjelaskan adanya prinsip itikad baik yang
dibebankan kepada agen, pialang asuransi dan pialang asuransi.

Sebagaimana Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Agen Asuransif R 3feng RRasuransi Perasuransian wajib
member {Kansthifp Mg Ao } | tidak menyesatkan
kepada ep ta mengenai risiko,
manfaat tidéngan produk asuransi

c. Prinsip G
Pada ha atau membagi risiko

ggung karena terjadi

kerugian, kerusakan, ata keuntungan yang diharapkan yang

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.34
d. Prinsip Subrogasi

Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan sebagai
berikut:

“Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang

% |bid.hIm.85
* Ibid.
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diasuransikan, menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga yang berhubung dengan
penerbitan kerugian tersebut, dan Tertanggung itu adalah bertanggung
jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung
terhadap orang-orang ketiga itu”.

Subrogasi adalah hak seorang penanggung yang telah memberikan ganti
rugi kepada tertanggung (karena diharuskan berdasarkan ketentuan polis)
untuk menggantikan posisi tertanggung dalam rangka menerima segala

manfaat (recovery) yang mungkin dapat diperoleh dari pihak lain

akah hak tersebut sudah

e. Prinsip Ki

engasuransikan suatu
yang berbeda, maka
Dut, secara otomatis

)ukan berarti semua

bahwa, apabila perusa telah membayar ganti rugi yang
menjadi hak tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan
asuransi lain yang terlibat dalam objek tersebut untuk membayar bagian

kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi atau disebut juga dengan prinsip

saling menanggung.

% 1bid.him.86
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f. Prinsip Sebab Akibat
Prinsip ini maksudnya adalah bahwa suatu penyebab aktif dan efisien yang
menimbulkan suatu kerugian dalam suatu atau sebuah rangkaian kejadian
dan menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan
yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber baru serta berdiri sendiri.
Maka dari analisa dan pertimbangan tersebutlah baru dapat ditentukan

jumlah

4. Jenis- jenis As

Asuransi pada arlyaitu: Asuransi

Kerugian dan A

1. Asuransi Ke
a. Asuransi
b. Asuransi
c. Asuransi | |
d. Asuransi R K
e. Asuransi

2. Asuransi Jiwa

. JAJ
a. Asuransi Keeta
b. Asuransi Kesehaialh:& lﬂ@

atah <

c. Asuransi Jiwa Kredit.

5. Polis Asuransi
Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan

% Deny Guntara, Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, Jurnal Justisi
llmu Hukum Vol 1, NO 1, 2016, Hal. 37
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satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara
tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang
polis.*” Polis asuransi juga dijelaskan dalam Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi
harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.

Isi Polis Asuransi diatur dalam ketentuan Pasal 256 KUHD, semua polis kecuali

asuransi jiwa harus menyatakan:

=

Hari pengadaan pertanggungan itu;

Nama orang yang mengadakan-pertanggengan.itu atas beban sendiri atau atas
beban orang laip;
Uraian yang ¢
Jumlah uang yz
Bahaya yang d
Waktu mulai
penanggung;
Premi pertangg

N

oo ~w

terjadi atas beban

© ~
C
3
=
3
5
5
w
@

itu mungkin mutlak.
an antara para pihak.

6.Premi Asuransi

Dalam PasalSStERREE erdapat_rumu—san : 4h mana penanggung

atu unsur terpenting dalam

mengikatkan diri k 1”. Sesuai dengan hal
tersebut dapat disi
sebuah asuransi karena merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh tertanggung

kepada penanggung.®

Sedangkan pengertian premi menurut Pasal 1 angka 29 Undang- Undang Nomor

%" pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk
Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi
% Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, him. 103
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40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu: ¥

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau
perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan
berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari
program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

B. Tinjauan Agen Asuransi

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan, seorang pengusaha tidak dapat

bertindak sendiri. Diperlukan ad

LT

usahanya. Pembanjyrdatan bad( Mefjadt2i(dua) fungsi:*

1k melaksanakan kegiatan

B. Membant

C. Membant

1. Pengertian Age
Pengertian
Nomor 40 Tahufi\ . an bahwa: *
“Agen Asuransi\geata o vano-bek | erja pada badan usaha,
yang bertindak @ au Perusahaan Asuransi
Syariah dan me Brusahaan Asuransi atau

Perusahaan Asurd akig dilksm63fansi atau produk asuransi
syariah.”

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, agen Asuransi adalah

% pasal 1 angka 29 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
“0 Danang Sunyoto, 2016, Aspek Hukum Dalam Bisnis, ogakara: Nuha Medika, him. 110
* Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
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orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan
atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenubhi
persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut keputusan RAT AAJI NO. 03/AAJI/2012 tentang standar praktik dan

kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa, Agen adalah seseorang atau badan hukum

yang kegiatannye Insi jiwa untuk dan atas

nama Perusahas

Sedangkan|g an Republik Indonesia

Nomor 19 /Sed oduk Asuransi, Agen
Asuransi adalai{ora kerja 3 jalpbda badan usaha, yang

bertindak untu - dan hi persyaratan untuk

2. Syarat Agen Asutd ' f

Dalam Pasal 27 Nomor 73 Tahun 1992 mengatur
beberapa ketentuan yang harus ada pada agen asuransi, yaitu: **

1. Setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) perusahaan asuransi

2. Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi
yang diageni

3. Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi

%2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /Seojk.05/2020 Tentang
Saluran Pemasaran Produk Asuransi

*3 Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian
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tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni

4. Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan
yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang
dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon
tertanggung.

Pada peraturan otoritas jasa keuangan juga diatur syarat-syarat dan ketentuan
agen asuransi Yyaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi

Syariah pada Pasal 16 menyatakan:

(1) Perusahaan
Perusahaan |/
bahwa Age
a. memiliki |SE
b. terdaftar

afau Unit Syariah pada
si wajib memastikan

hanya; dan

(2) Perusahaan |4
Perusahaan
a. melapork

usahanya

b. membuat

au Unit Syariah pada
paling sedikit wajib:
sesuai dengan bidang

ansi yang memasarkan
1. Kode lel d€ngan bidang usahanya

'k atau sejenisnya yang
sesuai dengan bidang

aRGkEnak i‘setiap pelanggaran yang

Jangka waktu penyefafte o atau kontribusi kepada Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada
Perusahaan Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi  Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi
memberikan kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi
atau kontribusi.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah
pada Perusahaan Asuransi menggunakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit
Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap
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konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen
Asuransi bersangkutan.**
Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/Seo0jk.05/2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi terdapat
persyaratan seorang agen asuransi yang dalam memasarkan Produk Asuransi, Agen

Asuransi harus memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:*

tidak malgktka s
b.Memasafka ada 4y@ng tercantum dalam
perjanji Y
perusahaan asuransi,
Ada perusahaan asuransi
1 elpku untuk perusahaan
asuransi}jpe SUYE : it $yriah pada perusahaan
asuransi jya i Jlenggr] memperkenalkan diri
i S@rta;
ufflan tidak menyesatkan
J polis, tertanggung, atau
ggung, atau peserta
lengan Perusahaan;
permintaan penutupan
’Produk Asuransi yang

penutupan asuransi : ngan syarat dan ketentuan Produk
Asuransi yang dlpasarkan;

g.Memberikan layanan administrasi dalam rangka permohonan menjadi
pemegang polis, tertanggung, atau peserta

h.Menyerahkan Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan sesuai jangka
waktu penyerahan Premi atau Kontribusi yang telah ditentukan oleh

Perusahaan dalam perjanjian keagenan, dalam hal Perusahaan memberikan

* pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan
Reasuransi Syariah

** Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /Seojk.05/2020 Tentang
Saluran Pemasaran Produk Asuransi
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kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau Kontribusi;

I. Mendukung Perusahaan dalam penerapan praktik prinsip mengenal nasabah
(know your customer) untuk memastikan kesesuaian Produk Asuransi
dengan kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

J. Mendukung Perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban Anti Pencucian Uang
-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT); dan

k.Menolak namanya dicantumkan dalam dokumen surat permohonan
penutupan asuransi sebagai Agen Asuransi yang melakukan penutupan,
apabila tidak melakukan pemasaran dan/atau pemberian penjelasan Produk
Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

3. Kewajiban Agen Asuransi

1.

2. Agen asura erta kemampuan yang
cukup juga

3. Agen asura usahaan asuransi atau
perusahaan BE embayaran premi atau

4, A ntfibusi tersebut kepada
perusahaan ¢ lalam jangka waktu yang
diatur dala Moremi atau kontribusi

dibayarkan
flatian, serta kecermatan
3ang polis, tertanggung

; fmbebanan biaya terkait dengan produk
asuransi/produk asuransi Syariah yang ditawarkan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah pada Pasal

* Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi,, Depok: PT Rajagrafindo Persada, him. 131
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18 menyatakan bahwa:*’

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada

Perusahaan Asuransi yang mengunakan Agen Asuransi dalam memasarkan

produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasarannya, Agen

Asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut: *®

a.

menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi
dengan menunjukkan lisensi keagenan yang berlaku untuk Perusahaan
Asuran3| Perusahaa AS ah, atau Unit Syariah pada Perusahaan

IERSITAS ANDA

3i yang ditawarkan dan
etentuan polis dengan
erlindungan konsumen

Jung, atau peserta atas
Juransi dari Perusahaan
ariah pada Perusahaan
peserta paling lama 5
aan atau penolakan

k pengajuan formulir

gén formulir permohonan
{Perusahaan Asuransi,
(a Perusahaan Asuransi

e } atl” peserta mengisi seluruh
formulir surat permoh Yark Mggungan asuransi secara lengkap sesuai
dengan dokumen yang disampaikan.

*" pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan
Reasuransi Syariah

“® Ibid.
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4. Larangan Agen Asuransi
Terdapat pula larangan bagi agen asuransi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5)
yang menyatakan bahwa:
Pasal 28 Ayat 4:
Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
Pasal 28 ayat 5:

Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Pada Surat Edaran Oforia apngan Republik Indonesia Nomor

19/Seojk.05/203C |nsi dalam persyaratan

agen asuransi di$e Allakan tugas pemasaran
produk asurans yang ditetapkan oleh
asosiasi yang befwe . - rusahaan yaitu dengan
tidak melakuka ang dimaksud dengan
Churning adalahlimdakar SabkansProguld Asuransi dengan cara
membujuk dan/ e FEHCHBNgubah atau mengganti

Polis Asuransi "pada Perusahaan yang

B EDJAJAAN
S O
sama, dan/atau % : oT

=

enggunakan dana yang
berasal dari Polis Asuransi yang masi aktif dari Perusahaan yang sama tanpa
penjelasan terlebih dahulu kepada pemegang polis mengenai kerugian yang dapat
diderita oleh pemegang polis akibat perubahan/penggantian tersebut. Sedangkan
Pooling adalah tindakan mengalihkan penjualan Produk Asuransi yang telah
dilakukan oleh Agen Asuransi, atau pihak yang memasarkan Produk Asuransi

kepada pihak lainnya. Serta Twisting adalah tindakan pihak yang memasarkan

35



Produk Asuransi dengan cara membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis
untuk mengubah spesifikasi atau mengganti Polis Asuransi dengan Polis Asuransi
yang baru pada Perusahaan lainnya, dan/atau membeli Polis Asuransi baru dengan
menggunakan dana yang berasal dari Polis Asuransi yang masih aktif pada suatu
Perusahaan lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sesudah

tanggal Polis Asuransi baru di Perusahaan lain diterbitkan.*

ang yang berhubungan

, jiwa dan rekayasa
pRinak Kesatu dan/atau

N
<
@
>
2
e
=
8
=1

YT \ jenan asuransi jiwa.
Menentukan p& gan Bremi-citaatRe g ditetapkan.
I\/Ienimbulka ; "Pihak Ketiga untuk atau
atas nama Plhak Kesatu T

10. Mengubah, memperbaharui, menggantl atau menghilangkan ketentuan dalam
Polis, endorsemen, tarif, ketentuan, atau tata cara pelayanan dan penjualan.

11. Mempublikasikan, mengedarkan, memberitahukan dan membocorkan sebagian
atau semua informasi, kondisi, Produk, serta data-data Pihak Kesatu atau
Pemegang Polis/Tertanggung secara langsung atau tidak langsung kepada
pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan asuransi, pialang
asuransi atau agen lain yang bergerak di bidang asuransi kerugian dan/atau
asuransi jiwa.

© ™

% Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /Seojk.05/2020 Tentang
Saluran Pemasaran Produk Asuransi
%0 perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
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12. Mengeluarkan biaya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemberian
jasa kepada siapapun atas beban Pihak Kesatu.

13. Menerima pembayaran premi melalui rekening bank milik pribadi Pihak
Kedua atau rekening bank pihak manapun selain rekening bank Pihak Kesatu.

14. Membuat perjanjian yang mengikat Pihak Kesatu dengan Pihak Ketiga.

C. Tinjauan Produk Mitra Beasiswa

Bumiputera merupakan asuransi yang menyediakan suatu produk yang pastinya

akan berguna untuk setiap orang tua dan anak- anak mereka yang nantinya akan

dipergunakan untuk.masa eQut ialah produk mitra
beasiswa yang dirg falam hal pendidikan,
produk ini nantinya :.. i nasahah se [gfgtur mendapatkan uang
yang mereka butuhk@ asa depan anak-anak
juga terlidungi kar an agar mereka tetap
mendapatkan dana ika orang tua mereka

meninggal dunia.>

Adapun ma ‘asiswa ini secara rinci,

yaitu:> = KEDJAJAAN
i. Dana Kelangsuigan-Be "’:.’r : i an secara bertahap, sesuai

dengan tingkat usia anak, baik Tertanggung hidup atau meninggal dunia.
ii. Dana Beasiswa anak, dibayarkan pada saat periode asuransi berakhir, baik
tertanggung masih hidup atau meninggal dunia.
iii. Santunan meninggal dunia sebesar 100% dari uang pertanggungan.

iv. Bebas premi bagi polis jika Tertanggung meninggal dunia.

*! hitp://ajb.bumiputera.com/products/product/individual_life_insurance/mitra_beasiswa_/0 diakses
minggu 10 Oktober 2021 jam 11.32
> 1bid.
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v. Pengembalian simpanan premi bagi polis saat Tertanggung meninggal
duniapremi dibayarkan secara penuh setelah jumlah premi diperhitungkan.
vi. Hak untuk mendapatkan Reversionary Bonus, jika Tertanggung meninggal

dunia, penebusan polis, atau habis kontrak.

Adapun spesifikasi yang berada didalam produk mitra beasiswa, diantaranya:>

1. Calon tertanggung dapat berbeda dengan pemegang polis.

2. Penerimaan Dana Beasiswa adalah dari Taman Kanak-kanak hingga
Perguruan Tinggi.

3. Maksimal Uang Pertanggungan NonMedlcaI Calon tertanggung sampai
dengan usia 50 tahun sebesaReg Jta. Diatas 200 juta harus dilengkapi

4. Jumlah jiean resQ asuransh-iviitia BRI Sebesar 100% UP + RB
(Reversiofi )

5 Program " i Mi Beasiswe i lfaminan proteksi dan
6. , kepada yang ditunjuk
enjadi bebas premi, dan
Sesuai dengan jenjang
7. BUransi  berakhir, maka
o UP yang merupakan
Selanjutnya, keunt X ' O ra beasiswa,

diantaranya:**

1. Jika tertangQ® e ) . 3
berakhir, makaepgia 4 Sellay dpkasdana dengan rincian sebagai
berikut: e '

Usia anak 4 Th (Masuk TK)
Usia anak 6 Th (masuk SD) =10% x UP

Usia anak 12 Th (masuk SMP) = 20% X UP

Usia anak 15 Th (Masuk SMA) = 30% x UP

Usia anak 18 Th (Masuk PT) =100 % UP

2. Saat asuransi sudah habis kontrak, kepada yang ditunjuk akan tetap dibayarkan
beasiswa sebesar 40% Uang Pertanggungan, secara sekaligus ataupun berkala.

3. Jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan, maka kepada ahli waris yang
ditunjuk akan diberikan 200% X Uang Pertanggungan

%% Buku Pedoman Asuransi Mitra Beasiswa Berencana oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
> Buku Pedoman Asuransi Mitra Beasiswa Berencana oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
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. Jika Pemegang Polis mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit, maka
akan diberikan penggantian pengobatan sebesar maksimum 10% dari Uang
Pertanggungan.

. Apabila dinyatakan oleh Dokter Pemegang Polis Mengalami Cacat Tetap
Sebagian, akan dibayarkan santunan sebesar Prosentase cacat yang dialami

. Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total (CTT) akibat sakit/Kecelakaan
dan dinyatakan oleh 2 (dua) orang Dokter bahwa tertanggug tidak dapat bekerja
lagi/ berpenghasilan, maka tertanggung dibebaskan kewajibannya membayar
premi.

. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada yang
ditunjuk sebagai ahli waris akan dibayarkan 100% UP, dan selanjutnya
dibebaskan dari kewajiban membayar premi dan Dana Kelangsungan Belajar
pada saat masuk Taman kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi tetap
dibayarkan.
Jika tertangguna f; pamiek i ingedl_dan_telah membayar premi
secara sek e —Wa ikémbgalikan premium deposit
disesuaikar]

emegang polis dapat
Allg mendesak.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Agen Asuransi Terhadap Penyimpangan Tugas Pokok Agen
Dalam Klaim Produk Mitra Beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

1912 Cabang Padang

Agen asuransi dapat disebut sebagai seorang yang memiliki tugas dalam hal

si maupun yang akan
Ara agen asuransi jiwa
sud dari agen adalah
seseorang yang am pemasaran Produk
untuk dan atas IWa bersama bumiputera
dang-Undang Nomor
40 Tahun 2014

e S
“Agen Asuransi #da hayiy OTiag it iad’h kerja pada badan usaha,

yang bertindak untuk damata an Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah dan memenuhi persyaratan” untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi
syariah.”

Agen asuransi dan perusahaan asuransi dapat dikatakan memiliki hubungan
kontraktual. Hubungan kontraktual ditunjukan dengan adanya perjanjian keagenan

yang mengikat seorang agen dan perusahaan asuransi yang diageni. Perusahaan

*® pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
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asuransi pada dasarnya merupakan principal yang memberikan kuasa kepada agen
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan atas nama
perusahaan asuransi dengan hubungan kerja yang tidak tetap.>® Dalam perjanjian
keagenan terdapat beberapa hal yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tugas
agen, hak, kewajiban serta bentuk sanksi apabila adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh agen. Pada awal kerja antara agen dan perusahaan asuransi sebagai

principal, perjanjian keagenan tertulis dibuat dengan isi perjanjian yang telah

tidak bertentang@ih,dar {Pgttata.”” Pada perjanjian

keagenan juga \da tang peristiwa gl lkemungkinan menjadi

1 KetikalHge ' isributor lala sanaki ibannya, sebagaimana
termasuk kewajiban
dak boleh dilakukan

4. Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat

melaksanakan yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

*® Eki Dyata Fredi Setiawan, Herman Susetyo dan Hendro Saptono, 2013, Pertanggungjawaban Agen
Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi, Diponegoro Law
Review, Volume 1, Nomor 2

> Richard Buron Simanupang, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: PT Rineka Cipta, HIm. 54
*% 1bid. HIm. 55
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Agen asuransi memiliki wewenang atas segala tindakan yang diberikan atas
nama perusahaan asuransi yang diageni atau disebut principal. Dalam kegiatan
bisnis, keagenan biasanya diartikan hubungan yang terjadi antara seseorang yang
diberi kuasa unuk bertindak atas nama orang/ pihak principal untuk melaksanakan
transaksi bisnis dengan pihak lain.*® Hal ini diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata
yaitu suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang

lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pasal

51), dan pemberi kuasa

[dapat kesalahan atau

agen asuransi serta dapat memutuskan
T . 61 .

perjanjian keagenan antara agen dan perusahaan asuransi.” Oleh karena itu,

dalam tindakan agen asuransi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya

haruslah sesuai dengan perjanjian antara

> 1bid. HIm. 53
8 Ari Wahyudi Hertanto, 2007, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor Dan Keagenan (Suatu

Analisis Keperdataan), jumal Hukum dan Pembangunan Tailun ke-37 No.3 Juli-September 2007, him.

388.
81 Zahry Vandawati, 2015, Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung
Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Surabaya: Pt Revka Petra Media, him. 60
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agen dan perusahaan asuransi serta sesuai dengan yang diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku karena setiap bentuk tindakan agen asuransi memiliki

dampak yang sama terhadap perusahaan asuransi.®

Dalam Pasal 4 perjanjian keagenan antara agen asuransi dan asuransi jiwa
bersama bumiputera memuat mengenai wewenang dan tanggung jawab pihak kedua

(agen asuransi), diantaranya:®®

1. Untuk melaksanakan kewajibannyaherdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kesatu
memberi wewena :
a etentuan Pihak
b ilayahnya
C aran premi

aikan kepada Pihak

2. Pihak Ked
diisi oleh
atas diri C

a, SPAJ adalah benar
sehatan adalah benar

Serta dala glasuransi dan asuransi

jiwa bersama

S EDIAIAA N N
asuransi, dianta %‘ A .

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pihak Kedua tidak berwenang untuk
melakukan hal- hal di bawah ini:

a. Memberikan pernyataan kepada Pihak Ketiga diluar ketentuan yang
tercantum didalam Polis, materi pemasaran, ilustrasi dan program
software yang diberikan oleh Pihak Kesatu.

b. Mencetak, mempublikasikan, menyebarkan atau menggunakan media
iklan, brosur, pernyataan pers, ilustrasi penjualan, deskripsi Polis, atau

an kewenangan agen

62 7ahry Vandawati, 2015, Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung

Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Surabaya: Pt Revka Petra Media, him. 59

Zi Perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Ibid.
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barang cetakan lainnya tentang Pihak Kesatu, Produk maupun jasanya
serta analisa yang mengacu padanama, logo, merk atau Produk.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Pasal ini dapat dilakukan
Pihak Kedua apabila sebelumnya telah mendapat ijin tertulis dari pejabat
Pihak Kesatu yang berwenang.

Setelah mengetahui bentuk wewenang dan batasan antara agen asuransi dan

perusahaan asuransi, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang

agen sebelum melaksanakan tugasnya, diantaranya:®®

1. Persyaratan

Petugas asur Uilitertentu dan|paktisi pada industrinya

berikrar dap an keahliannya. Sebab

produk asurghs . ' ercayaan, hajat hidup

Z@latur dalam Peraturan

Pemerintah R : an Usaha Perasuransian

Ayat 1: Setiap agen asurans pat menjadi agen dari 1 (satu)
perusahaan asuransi.

Ayat 2: Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan
perusahaan asuransi yang diageninya.

Ayat 3: semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi
asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan yang diageni.

Ayat 4: Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan
keterangan yang benar dan jelas kepada calon, program asuransi yang
dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan

% Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 Jam 14.00 WIB
% Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 Jam 14.00 WIB

44



kewajiban calon tertanggung.

Persyaratan lainnya yang dilengkapi oleh beberapa peraturan tambahan dalam
Keputusan Mentri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September
2003, yaitu:®’

1. Agen asuransi di Indonesia harus memiliki sertifikat dari asosiasi industri
asuransi sejenis. (Pasal 7 ayat (2) huruf a.5)

2. Perusahaan Asuransi dilarang memperkerjakan agen yang masih terikat dengan
Perusahaan Asuransi lain kecuali agen yang bersangkutan telah mengakhiri
perjanjian keagenannya aRgaya 6 (enam) bulan (Pasal 38 ayat

@) romef NIVERSITAS ANDA[ g

Tenaga perpiisar dalam al ini agen, dituntut wajib méfpatuhi dan tunduk pada

peraturan Perusgha segala perubahannya.

Agen wajib aimana diatur dalam

Perjanjian K seluruh  hak dan

.68

kewajibannya. jadi 2, yaitu

1. Kewajiban

= AKEDJAJAAN
a. Dokumen FEnada -ﬂﬂ enggunakan dokumen

pemasaran resmi-da arkan oleh Perusahaan Asuransi
Jiwa yang diwakilinya.

b. Kegiatan Pemasaran Tenaga Pemasar wajib melakukan kegiatan pemasaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan Asuransi Jiwa yang
diwakilinya.

c. Premi

1) Tenaga Pemasar wajib memberitahukan jumlah premi yang telah

87 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/Kmk.06/2003
Tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
%8 Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar
Asuransi Jiwa
® Ibid.
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dibayarkan oleh calon Nasabah atau Nasabah sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.

2) Tenaga Pemasar wajib segera menyetor premi kepada Perusahaan
Asuransi Jiwa, dalam hal Tenaga Pemasar diberikan kewenangan oleh
Perusahaan Asuransi Jiwa yang diwakilinya untuk menerima titipan
pembayaran premi dari Nasabah.

3) Tenaga Pemasar wajib menjelaskan ketentuan dari tanda terima/kuitansi
sementara kepada calon Nasabah atau Nasabah sebelum menerima titipan
premi dari calon Nasabah atau Nasabah.

2. Kewajiban Terhadap Profesi”
a. Perjanjian

Keagena
lain oleh jge

i.dan menandatangani Perjanjian
SukaRsiddvva, kecuali ditentukan
3ntuan ini tidak berlaku

b. Sertifikagi{Kea nasal niliki sertifikasi keagenan
i akukBll pemasaran dan/atau

Selain  dari\aKe | Sigas-tugas terkait yang
g f . Suransi menjadi bagian

-
dari tanggung jawaBydng bartis: seopan@agen. Dalam hal ini, seorang
agen asuransi yang bekerja atas nama perusahaan asuransi memiliki tugas pokok
yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada
beberapa tugas pokok yang diberikan oleh perusahaan asuransi bumiputera kepada

agennya diantaranya, yaitu:"*

70 H

Ibid.
™ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 Jam 14.00 WIB
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1. Melakukan Perencanaan dan Pengaturan Kerja
2. Melakukan Penjualan Produk Asuransi Jiwa

3. Melakukan Pelayanan kepada Pemegang Polis
4. Melakukan Pengamatan Perkembangan Pasar

Pada saat melakukan pelayanan terhadap pemegang polis/nasabah asuransi
sesuai dengan tugas pokok, agen haruslah dapat memberikan penjelasan ulang hal-
hal yang berhubungan dengan asuransi pada saat polis diserahkan, membantu

memberikan pelayana atas permintaannya, seperti

perubahan polig| an dan meninggal, serta

memelihara hu hal-hal tersebut, agen
asuransi  juga alam tugasnya yaitu
terlaksananya S 2 kali 24 jam / hari

setelah diterima

membantu para nasabah dalam’ 1ungut pembayaran premi seperti produk
mitra beasiswa, tetapi setelah itu yang seharusnya agen tersebut menyetorkannya
kepada pihak asuransi namun tidak dilakukan oleh agen asuransi tersebut.” Kasus

penggelapan dana premi inilah yang banyak ditemukan yang tidak hanya pada

"2 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 jam 14.00 WIB
"3 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 jam 14.00 WIB
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asuransi jiwa bersama bumiputera Padang saja. Padahal hal tersebut telah dilarang
sepenuhnya didalam Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian yang menyatakan:

“Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi”.

Dalam Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan

Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa terdapat larangan tentang

dilarang untuk a premi, uang atau harta

benda lain mil a dari calon Nasabah
dan/atau Nasab ma dari Nasabah atau
calon Nasabah atas waktu yang telah
ditetapkan ole juga dalam Kkategori

penyalahgunaa

n kepentingan dengan

: : OB D IAIA AN . :
kepentingan pri %- %7 _M est), tidak dibenarkan
mengambil keuntungan secara ralaeTa-dari jasa keagenannya (non secret profit
making), dan tidak dibenarkan menerima suap (no bribe taking),” sehingga apabila

agen asuransi bertindak tidak sesuai dengan hal yang diluar dari wewenang yang

diberikan dalam perjanjian agen maka tanggung jawab tersebut akan dibebankan

™ Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar
Asuransi Jiwa

"® Ezra Ridel Moniung, 2015, Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata,
Lex Privatum, Vol.lll/No. 1/Jan-Mar/2015, him.130
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kepada agen asuransi.”® Di dalam Pasal 7 ayat 2 perjanjian keagenan antara agen
asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 juga turut
memuat mengenai apabila calon pemegang polis sudah melakukan pembayaran
premi kepada pihak kedua, dan pihak kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam
perjanjian ini, maka kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut menjadi
tanggung jawab pihak kedua.”’

Perilaku menyimpang.daritugas agen asuransi lainnya seperti pada hal

memberikan pdlgyansas " Qyamoalal’ fodntasts ang suatu syarat polis
7 eperti saat agen yang
i nasabah yang baru,
likemudian hari yaitu
prbsedur suatu klaim. Hal
ini misalnya t beasiswa.’® Sehingga
perbuatan atas adinya prosedur klaim
nasabah. Agen % sal 75 Undang-Undang
Nomor 40 Tahu yatakan bahwa “Setiap
Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan
informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak

"® pasal 1797 dan Pasal 1801 KUHPerdata

" Perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

"8 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 25 Oktober 2021 jam 14.00 WIB
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Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Hal ini telah dilarang dalam Pasal 31
ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang menyatakan “Agen asuransi,
pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan perasuransian wajib
memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada
pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko , manfaat, kewajiban
dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi
syrariah yang ditawarkan”.

Selain aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian, KUHD juga telah mengatur Pasal yang dapat

melindungi para nasabah dari bentuk kelalaian dari agen asuransi. Hal ini terdapat

yang terdapat d kan oleh agen asuransi

terhadap kepen erugian yang mungkin
dapat timbul ak
Jasarnya tetap harus
bertanggung ja X ikar an en asurar i dg@at dituntut baik secara
perdata maup agen asuransi  dalam
memberikan pg

asuransi diaturjuiI gy
a3

agen yang bekerja atas nam TS0

stanggung jawab agen
B Bumiputera dan pihak
putera Padang. Hal ini sesuai dengan
kode etik serta segala sesuatu yang telah diperjanjikan antara pihak perusahaan
asuransi bumiputera Padang dengan agen asuransi. Seperti yang dicantumkan
dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 mengatur beberapa
ketentuan yang harus ada pada agen asuransi, yaitu “Agen asuransi wajib

memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni”.

79Zahry Vandawati, 2015, Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung
Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Surabaya: Pt Revka Petra Media, him. 8
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Pada perjanjian keagenan antara agen asuransi jiwa individu dan

asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 memuat bentuk-bentuk larangan yang tidak
boleh dilakukan oleh pihak kedua, yaitu:*

1. Memberikan tanda terima pembayaran Premi, selain tanda terima resmi yang
dikeluarkan Pihak Kesatu sesuai peruntukkannya.

Melakukan kas bon untuk setoran premi.

Menahan atau mengelola premi asuransi.

Melakukan penggelapan premi asuransi.

Menerima kuasa dari Pemegang Polis untuk menerima uang yang berhubungan
dengan hak-hak Pemegang Polis.

Melakukan rekayasa/manipulasi

agrwm

1S

penutupan asuransi jiwa dan rekayasa

Pemegang PoHE
Melakukanjg

7. ata aénan asuransi jiwa.

8. Menentukaj|perhi gl [ ng\ditetapkan.

9. MenimbulKdn Pz ‘ hak Ketiga untuk atau
atas nama Rl ]

15. Mengubah, tlahgkan ketentuan dalam
Polis, endo nan dan penjualan.

16. Mempublikasil embocorkan sebagian
atau semus ata Pihak Kesatu atau
Pemegang idak langsung kepada
pihak mana ahaan asuransi, pialang
asuransi at ANsi kerugian dan/atau
asuransi ji /)

17. KfeRiaya-datam-Beptyk-apapur-ye Jitan dengan pemberian

19. Membuat perjanjian yangm afu dengan Pihak Ketiga.

Sebagaimana larangan tersebut, maka pihak perusahaan asuransi jiwa
bersama bumiputera 1912 turut mengatur mengenai berakhirnya perjanjian
keagenan antara agen asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa bersama bumiputera
1912, hal ini terdapat dalam Pasal 10 mengenai berakhirnya perjanjian yang

dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 terhadap

80 Perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
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pihak kedua (agen asuransi), yaitu:*

Pihak Kesatu berhak mengakhiri Perjanjian ini segera setelah memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal:

a.

b.

Lisensi keagenan Pihak Kedua dibatalkan, diputuskan, atau dicabut oleh
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Pihak Kedua menyalahgunakan atau menggelapkan dana Pihak Kesatu yang
berasal dari Pemegang Polis.

Pihak Kedua dengan cara apapun telah menimbulkan risiko merusak nama
baik Pihak Kesatu.

. Pihak Kedua tidak aktif selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa

alasan yang dapat diterima oleh Pihak Kesatu.
Pihak Kedua melanggar Perjanjlan ini dan/atau ketentuan perundang-

langsung FkBelna ahTe :

f. Pihak Kedllia membtjuk atau me d 1 juk Pemegang Polis
untuk melepa : oliig lain yang diterbitkan
Pihak Kes ;

g. Pihak Ke Adi yang salah tentang
ketentuan plada  Pemegang Polis
sehingga

h. Pihak Ked !

I. Pihak Ke ang dinyatakan oleh
dokter da Kedua tidak dapat
melaksangkan kew ) an i

j. Dalam ha ) jawab sesuai dengan
Pasal 4 A | ) Perjanjian ini selama
6 (enam)

usahaan asuransi jiwa
bersama bumipute an para agen asuransi yang

bermasalah yang bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban agen asuransi. Hal

ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam perjanjian keagenan antara agen asuransi

jiwa individu dan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912, yaitu:®

& Ipid.

8 Hasil wawancara dengan Ketua Bagian Klaim Asuransi, Bapak Hendri di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
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1. Peringatan

Dalam kesempatan ini, pihak asuransi bumiputera juga turut
melaksanakan konseling kepada agen asuransi tersebut untuk mengetahui
penyebab dan faktor mengapa hal-hal dari penyimpangan tugas agen tersebut
dapat terjadi.®® Tahap peringatan ini dimuat dalam perjanjian keagenan antara
agen asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 pada

Pasal 3 mengenai hak dari pihak kesatu (asuransi jiwa bersama bumiputera

“Pihak kesajufb san perjanjian kepada
pihak kedud fapabi : 13 ian B4rta tidak menjalankan
Tahun 2014 tentang
4| Keuangan berwenang
ang yang melakukan

ng ini dan peraturan

Setelah didapatkafT™ atau penjelasan mengenai faktor
kesalahan yang dilakukan agen asuransi tersebut kemudian pada bagian ini dapat
dipertimbangkan langkah selanjutnya terkait penyimpangan tugas agen asuransi

tersebut.®

8 Hasil wawancara dengan Ketua Bagian Klaim Asuransi, Bapak Hendri di AJB Bumiputera Padang,

Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
8 perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

8 Hasil wawancara dengan Ketua Bagian Klaim Asuransi, Bapak Hendri di AJB Bumiputera Padang,
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3. Pengawasan

Hal ini dilakukan oleh supervisor atau pengawas yang berwenang di
perusahaan asuransi bumiputera Padang. Pada tahap ini, setiap agen asuransi di
awasi kembali kinerjanya selama menjadi agen, baik sebelum atau sesudah
terjadinya kasus penyimpangan yang dilakukan agen tersebut. Hal ini dilakukan
untuk dapat menilai bagaimana sikap dari agen, sehingga dapat ditentukan pula

cara penyelesaian yang tepat bagi agen asuransi tersebut.®

)/ pemegang polis atau
nasabah yang|di asurans uKkdn proses penyelesaian
kasus tersebf. ilé ] ; i an serta agen dapat
mengembali ebut timbulkan maka
penyelesaian alur kekeluargaan. Hal
tersebut diat ian perselisihan yang
dimuat dalag fara agen asuransi dan
asuransi jiwa j o VA0 Apabila terjadi sengketa
sebagai akibat dari pelakSame anjian ini, akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.®’

Berdasarkan proses penyelesaian ini ketika agen asuransi melakukan

kewajibannya dalam pemenuhan ganti kerugian maka pihak perusahaan asuransi

Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB

# Hasil wawancara dengan Ketua Bagian Klaim Asuransi, Bapak Hendri di AJB Bumiputera Padang,

Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
8 perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
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bumiputera dapat memegang surat jaminan yang telah dijaminkan sebelumnya
didalam perjanjian keagenan yang telah dibuat dan disetujui oleh agen asuransi.
Selain surat jaminan, agen asuransi dalam pemenuhan kewajibannya turut
dikenakan pengurangan tunjangan operasional yang dilakukan oleh perusahaan
asuransi bumiputera.®® Ketentuan ini diatur perjanjian keagenan antara agen
asuransi dan asuransi jiwa bersama bumiputera yang menyebutkan bahwa pada

Pasal 1 ayat 13 yang dimaksud surat jaminan adalah asurat pernyataan jaminan

yang dibuat - i identitas Agen yang mengadakan
kontrak Perjamjian K 3 jaminan apabila Agen
yang bersang i [1e ( an-  ketentuan dalam

Perjanjian K g a _ KerUgie aterial dan citra Pihak

omor 40 Tahun 2014
tentang Pera [ inistratif, diantaranya

pelanggara 280 ykan oleh agen asuransi

informasi yang benar. Pasar™ yatakan:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 71
berupa:
a. peringatan tertulis
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha
c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi
syariah untuk lini usaha tertentu
d. pencabutan izin usaha

8 Wawancara dengan Yusmita, Agen Asuransi AJB Bumiputera 1912 Padang, tanggal 13 Januari
2022 Pukul 14.40 WIB
8 Ibid.
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e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang
reasuransi, dan agen asuransi

f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan
publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan
perasuransian

g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi

h. denda administratif

I. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan
komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali,
direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi
atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
¢, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah
direksi, atau yang setara dengan Jabatan eksekutif di bawah direksi pada
badan hukum herben asl_atau usaha bersama sebagaimana

c, pada Perusahaan

ndividu asuransi jiwa
atakan bahwa apabila
idalam tugasnya maka
pihak perf@isa : - ‘ ardap: egang bahkan mengambil
> “ enyelesaikan tanggung
jawab ga \ ' Ha-aeen asuransi tersebut tidak

pihak asur Wetaporkannya kepada pihak

memiliki "terhadap nasabah serta
kepolisian.®* Dalam hal ini Pasal yang dapat menjerat agen asuransi adalah
sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana

% Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
°! Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
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dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam kasus agen asuransi tidak menyampaikan hal yang
semestinya kepada nasabah maka akan dapat dijerat dengan Pasal 75 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang Yyang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau

memberikan informasi_yaretidak ar—pa dan/atau menyesatkan kepada
Pemegang Pqlisshe idtPESS ki3 cbopitrena dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) di a B{lima) tahun dan pidana

“Agen Asurgh i Reaslirhnsi, dan Perusahaan
Perasuransiafl|waji | fOrmEs! e nan tidak palsu, dan/atau
tidak menyesgfkan ke pada ega s, Tertangg atau Peserta mengenai

Dibawah , : ’ mengenai  bentuk

Bentuk  Penyimpangan/ Kesalahan | Jumlah Agen Asuransi yang
Agen Asuransi melakukan penyimpangan pada

tahun 2012 s/d 2018

1. Penyalahgunaan 60 Orang
dana premi
2. Memberikan informasi yang 30 Orang
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tidak sesuai dengan apa yang

sebenarnya

Dari tabel diatas jumlah agen asuransi yang melakukan
penyimpangan/kesalahan memiliki alur penyelesaian tanggung jawab yang
berbeda-beda (Perusahaan AJB Bumiputera tidak memberikan data konkrit berapa

jumlah agen dengan alur penyelesaian yang ditempuh serta data diatas hanya

dapat diambil hingga

?ﬁﬂts qiKATEnakal perusahaan AJB Bumiputera
+8Telah menya

1912 Padang d l taf U 8
menerima pemipgyaran premi m

tanggung jawalj gecara sin

A $ .

akam~gagalkldiih dan selama covid 19
nking). Adlpun alur penyelesaian
han agen asuransi AJB

Bumiputera Pad@hg sebaga

1.Konseling

dengan yang K kll.AIur 1.Alur proses
bersangkutan ekeluargaan hukum yang
dengan I melibatkan
embgerian \‘— pemanggilan g kepolisian
perin atan peliaglinasen den ari\ tuntutan
P (sar?ksi ' 2elianage ; idana
L ﬂ bersangkutan 2
administratif K

Hasil wawancara penulis menemukan faktor yang mengakibatkan
adanya penyimpangan/ kesalahan agen asuransi AJB Bumiputera Padang,
diantaranya :

1. Faktor internal agen asuransi tersebut seperti masalah perekonomiannya
2. Faktor eksternal, perusahaan AJB Bumiputera Padang yang kurang

menerapkan prinsip Good Corporate Goverment (GCG)
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Pada Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 tentang Standar
PraktikDan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa turut diatur mengenai
sanksi pelanggaran kode etik agen asuransi serta tata cara pelaksanaan
sanksi, yaitu:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap
Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode

Etik TenagaPemasar, antara lain, berupa:

a.
b. kepada AAJI untuk
Bermasalah dan/atau
n;

C. ing); dan/atau
d. sanksi dapat dilakukan
anggaran ketentuan Kode
2. AAJI enaga Pemasar yang

KEDJAJA AN
. »
melakuka!Npgldng m Pemasar berdasarkan

-t -

pelaporan tertulis dari erusa aan Asuransi Jiwa yang antara lain berupa:
a. Pencabutan sertifikasi keagenan; dan/atau
b. Pencantuman pada Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah.

3. Pencabutan sertifikasi keagenan dan/atau pencantuman dalam daftar
tenaga pemasar bermasalah dapat dilakukan oleh AAJI dalam hal Tenaga
Pemasar terbukti:

a. Melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi jiwa tanpa memiliki

59



sertifikasi yang sah dan masih berlaku dari AAJI,
b. Melakukan tindak pidana yang terkait dengan usaha perasuransian;
c. Membantu dan/atau memfasilitasi tindak pidana pencucian uang;
d. Melakukan Twisting; atau
e. Melakukan pelanggaran berat lainnya.
4. Sanksi pencabutan sertifikasi Tenaga Pemasar dan sanksi pencantuman

dalam daftar tenaga pemasar bermasalah berlaku untuk jangka waktu

EDIAIANN
» MNGSA
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B. Kendala pelaksanaan Tanggung Jawab Agen Asuransi Terhadap
Penyimpangan Tugas Pokok Agen Dalam Klaim Produk Mitra Beasiswa

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang

Pada bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan
dijalankan oleh agen asuransi yang terjadi akibat penyimpangan tugas yang

diberikan pihak perusahaan asuransi bumiputera Padang, tentu saja tidak semulus

prmiputera, sehingga hal

demikian ti tanggung jawab yang
-

seharusnya. )u.m. m’ iban agen asuransi pada

perjanjian keagenan antara agen asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa

bersama bumiputera 1912 Pasal 3 ayat (4) huruf j yang menyatakan “Mematuhi

Kode Etik Keagenan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

%2 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
% Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
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Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bertanggung jawab penuh atas

semua kegiatan yang dilaksanakannya”.**

2. Bukti dari nasabah yang kurang kuat, seperti bukti tanda terima premi yang telah

nasabah setorkan kepada agen asuransi.

Kurangnya alat bukti atau hilangnya tanda bukti pembayaran premi

melalui agen seperti yang pernah terjadi di asuransi bumiputera Padang

merupakan salah satu bentuk-ketidak. hati-hatian dari seorang nasabah yang

dirugikan ft rut-me i . ehda pefakshnaan tanggung jawab

seorang ag t i Biisulit pihak perusahaan

it penyimpangan yang

perekonomian untuk
Faktor perekonomian

il suatu perbuatan yang

C. Upaya Yang Dilakukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang

Padang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab

Agen Asuransi

% Perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

®® Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,

Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB

% Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,

Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
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Mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang
harus ditanggung oleh perusahaan asuransi serta agen asuransi sebagai perantara
yaitu dengan memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian
yang diderita konsumen. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248
Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Guidelines)

juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi. Salah

satunya adala bagi  konsumen untuk
memberikan k tepat sesuai kehendak
dan kebutuha oribadi ‘\ paya liJlugi terhadap kerugian
nasabah.”’

Bebergfta 3 asuransi AJB Bumiputera Padang
dalam mengat :'. kendala nggung jawdll agen asuransi yang

1 Agen Asurans Hep o ang atau melarikan diri

Dalam hal agen asuransi telah terbukti melakukan tindakan penyimpangan
tugas yang telah diberikan perusahaan, asuransi bumiputera Padang
menyelesaikannya dengan solusi memberikan surat peringatan atau SP kepada

agen asuransi tersebut. Surat peringatan yang dikeluarkan oleh perusahaan

%7 Zahry Vandawati, 2015, Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung
Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Surabaya: Pt Revka Petra Media, him. 16
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bumiputera berisikan mengenai teguran atau peringatan kepada agen tersebut yang
telah lalai dan tidak melakukan itikad baik terhadap nasabah bahkan terhadap
perusahaan. Surat peringatan tersebut dilayangkan sebanyak 3 kali yang memuat
tentang teguran, pemberian sanksi serta yang paling akhir adalah tindakan
pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi bumiputera Padang.*® Hal ini
juga dapat dilihat dalam perjanjian keagenan pada Pasal 10 ayat 3 tentang

berakhirnya perjanjian keagenan, dimana pihak kesatu (perusahaan asuransi jiwa

bersama bumipu janjian ini segera setelah

memberitahuka asuransi) dalam hal

diantaranya:®

a. tuskan, atau dicabut
b an dana Pihak Kesatu
c ulkan risiko merusak
d psecara terus menerus
Satu.
e ketentuan perundang-
publik Indonesia yang
afjian ini
f. encoba untuk membujuk Pemegang

Polis untuk melepaskan atau mengganti Polis dengan Polis lain yang

diterbitkan Pihak Kesatu.

g. Pihak Kedua dengan sengaja memberikan informasi yang salah
tentang ketentuan Polis, manfaat Polis maupun Premi kepada
Pemegang Polis sehingga merugikanPihak Kesatu.

h. Pihak Kedua dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan.

i. Pihak Kedua meninggal dunia atau menjadi cacat yang dinyatakan

oleh dokter dan Pihak Kesatu berpendapat bahwa Pihak Kedua tidak

% Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
% perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
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dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

j. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tanggung jawab sesuai
dengan Pasal 4 Ayat 2 butir (a) (Polis) dan (b, c, dan d) (Premi)
Perjanjian ini selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Selain dari bentuk upaya akhir pemberian surat peringatan dan sampai tahap
pemecatan yang diterima agen dari kurangnya itikad baik dari agen asuransi, agen
asuransi yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan penyelesaian masalah dengan

upaya pertama musyawarah dan mufakat dalam penggantian kerugian maka pihak

sanaan Perjanjiaan ini,
apai mufakat.

2. an hasil penyelesaian
asud pada ayat 2 Pasal

sili hukum yang tetap

adilan Negeri dimana

2. Bukti dari g a ke 2 Kukat, 15008 anda terima premi yang

telah nasabah setorkan Kepade

Untuk mengatasi kendala seperti ini, pihak perusahaan asuransi
bumiputera Padang sebelumya telah melakukan upaya pemeriksaan keterangan
dari kedua sisi, agen asuransi dan dari pihak nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi kesalahpahaman serta keberpihakan perusahaan. Setelah dilakukannya

pemeriksaan, apabila memang terbukti agen asuransi tersebut mengakui
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perbuatannya maka pelaksanaan sanksi dapat dijalankan. Namun apabila
memang tidak terbukti atau memang bukti tanda terima tersebut tidak dapat
dijadikan barang bukti maka pihak asuransi tidak dapat menjalankan
pendisiplinan agen asuransinya. Tetapi dari kejadian yang pernah terjadi ini,
pihak asuransi bumiputera Padang saat ini lebih banyak menerima pembayaran
uang premi nasabah secara langsung kepada perusahaan tanpa adanya perantara

dari agen asuransi.'®

Selain itu, ap prta masih dalam tahap

menunggu it pian maka sesuai Pasal

28 ayat 7 U ng Perasuransian yang

menyatakan

“Perusahaan
jawab atas pe
Premi atau
Asuransi da

dflah wajib bertanggung
suransi telah menerima
kepada Perusahaan

tertanggung/ ahli waris. Namun, dengan ketentuan atau pelaksanaan tata cara

klaim yang telah ditentukan dalam polis asuransi.

Perlindungan konsumen dalam hal penolakan pengajuan klaim juga turut diatur

dan dilindungi dalam peraturan otoritas jasa keuangan pada Pasal 29 dan Pasal

100 Hasil wawancara dengan Ketua Bagian Klaim Asuransi, Bapak Hendri di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
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30 ayat 3 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen
yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha
jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku
usaha jasa keuangan”.

Pasal 30 ayat 3 berbunyi “Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab
kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak
untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”.

Upaya dari perusahaan i_dalam melaksanakan perlindungan

konsumen/ terfanges ! Kan [11aKemtap ¢Ernels yorkan kepada lembaga
7 n Bdsuai dengan Peraturan
OJK Nomor BH/POIK. ‘ \ 32 dan Pasal 35 POJK
sumen Sektor Jasa
Alfu usaha jasa keuangan
wajib memi an_me ; nismepelaldnan dan penyelesaian

pengaduan b _ ] menyatakan bahwa:

“Setelah men§ a jasa keuangan wajib

melakukan:

a. Pemeriksaan internal'atas\pegaaan secara kompeten, benar, dan obyektif

b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan

c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi
(redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan
konsumen benar

3. Ketidakmampuan seorang agen asuransi dalam hal perekonomian untuk

menyelesaikan kerugian yang agen tersebut timbulkan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atas ketidakmampuan
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agen asuransi dalam perekonomiannya maka langkah pertama sebagai

perusahaan asuransi maka bumipuera Padang melakukan tugasnya

JNIVERSITAS ANDALRS

S
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menanggulangi kerugian yang ditimbulkan oleh agen asuransi dengan jaminan
yang sesuai dan terdapat dalam kontrak kerja agen asuransi. Hal lain yaitu pihak
asuransi bumiputera Padang melakukan alternatif sanksi berupa pemotongan
uang saku/uang transportasi atau ditiadakannya uang THR (seperti hari raya, dll).
Hal ini diharapkan menjadi salah satu upaya penggantian ganti kerugian yang
diterima oleh nasabah. Serta dapat memberikan efek jera kepada agen asuransi

yang melakukan penyimpangan tugas yang diberikan pihak perusahaan asuransi

asuransi jiwa bersama
bumiputera surat jaminan sebagai
alat penjami JWa bersama bumiputera
1912) apabi h pihak kedua (agen
asuransi) de at pernyataan jaminan
yang dibuat 2A0en yang mengadakan
kontrak Perj ' F /jaminan apabila Agen
yang bersan tuan-ketentuan  dalam
Perjanjian Keagenan yang enga Ibatkan kerugian material dan citra Pihak
Kesatu serta Pemegang Polis.'® Dengan diaturnya surat jaminan tersebut

sehingga pihak kedua (agen asuransi) diharapkan tetap akan melaksanakan itikad

101 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,

Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
192 perjanjian Keagenan Agen Asuransi Jiwa Individu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
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baik dalam penggantian kerugian walaupun terdapat kendala dalam

perekonomian.

Serta sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian
keagenan, perusahaan asuransi bumiputera Padang turut dapat memberikan
sanksi seperti sebagai berikut dengan tujuan untuk mengatasi kendala agen
asuransi dalam hal perekonomiannya. Agen asuransi tidak lagi diberikan

sebagaimana halnya hak, remunerasi serta penghargaan yang diberikan

Provisi

6. Pinjama K 1! Supervisor

7. Uang Sal

8. Fasilitas m

dan lain — lain

ar, Lokakarya, Konferensi

9. Kompetisi TAA (Top Agen Awards) se Indonesia

10. Promosi bagi yang memenuhi persyaratan

103 Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Ketua Bagian Klaim Asuransi di AJB Bumiputera Padang,
Tanggal 13 Januari 2022 jam 14.30 WIB
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan
bahwa:

1. Tanggung jawab yang dilakukan agen asuransi terhadap penyimpangan tugas pokok

agen dilaksanakan dengan aturan yang telah diperjanjikan antara pihak perusahaan

atas nama per y intuk melakukan ganti

kerugian atau gan tugas pokok agen
tersebut maka hanya dengan jalur
kekeluargaan. memiliki itikad baik
terhadap nasaba dapat melaporkannya

kepada pihak ke

2. Terdapat bebe ¥ jawab agen asuransi

terhadap penyim

1) Agen Asuransi yang tidak eriti ad baik, seperti menghilang atau melarikan
diri dari tanggung jawabnya.

2) Bukti dari nasabah yang kurang kuat, seperti bukti tanda terima premi yang
telah nasabah setorkan kepada agen asuransi.

3) Ketidakmampuan seorang agen asuransi dalam hal perekonomian untuk

menyelesaikan kerugian yang agen tersebut timbulkan.
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3. Terhadap kendala diatas perusahaan AJB Bumiputera 1912 Padang melakukan

upaya diantaranya, yaitu:

1)

2)

3)

Dalam hal agen asuransi telah terbukti melakukan tindakan penyimpangan
tugas serta tidak adanya itikad baik dari agen terhadap kesalahannya maka
asuransi bumiputera Padang menyelesaikannya dengan solusi memberikan
surat peringatan atau SP kepada agen asuransi tersebut. Surat SP yang

dikeluarkan oleh perusahaan bumiputera berisikan mengenai teguran serta

sanksi yand
Pihak peru an upaya pemeriksaan
keterangan ihak nasabah. Hal ini
dilakukan 3@ Bllerpihakan perusahaan.
Untuk ting sahaan asuransi tetap
menfasilita

Upaya yan hketidakmampuan agen

asuransi  dg bumiputera Padang

KEDJAJA AN
2 S .1 :'. "'f‘Ar:

melakukan %‘ [ e pjikan dalam perjanjian

keagenan antara agen asuransi dengan perusahaan AJB Bumiputera Padang.
Lalu alternatif sanksi berupa pemotongan uang saku/uang transportasi atau
ditiadakannya uang THR (seperti hari raya, dll). Hal ini diharapkan menjadi

salah satu upayapenggantian ganti kerugian yang diterima oleh nasabah.
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B. Saran

Setelah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat penulis
berikan terkait tanggung jawab agen asuransi terhadap penyimpangan tugas pokok
agen dalam klaim produk mitra beasiswa asuransi jiwa bersama bumiputera 1912

cabang Padang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakaan sosialisasi dan pembinaan terhadap semua bentuk tugas serta sanksi

yang akan diberikan kepada agen asuransi yang melakukan penyimpangan tugas

pokok agen.
2. Melakukan tinda e a asuransi melakukan kesalahan
dengan tujuan uiuk | el 1perbaik itasjagen asuransi.

3. Bagi nasabah apg¥ B

l S
¥
ADC

elyimpangan tugas agen
asuransi maka sahaan asuransi yang

diageni.
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KEAGENAN
AGEN ASURANSI JIWA INDIVIDU
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

Nomor: / IAAJI/
Pada hari ini ..........cceeenee tanggal..........cocoveneee. bulan.........cccceevenen. tahun ..............
bertempat di .......cccoeoveveiiinnne. , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 berkedudukan di Jakarta dan
berkantor pusat di Wisma Bumiputera Lantai 18-21, Jalan Jenderal Sudirman Kavling
75, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh..........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiee s dalam
kedudukannya selaku.......... . : aryetaya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama I N7 WM N .
Tempat/tgl lahir TV R 4
No. KTP/SIM/Paspdil & .ol N, ...
Alamat S e B
No. Lisensi S R B B ‘
Masa Berlaku . ..... Y. Y TY'

dalam hal ini berting 8 disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan Pl : gt sebagai “Para Pihak”

Berdasarkan hal-hal ters$ i 2o R UNAK, SO mengikatkan diri dalam
Perjanjian Keagenan Agerd JASHTE 8l3 isebut Perjanjian, dengan

Pasal 1
Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteks kalimatnya mensyaratkan lain, istilah di bawah ini
mempunyai arti sebagai berikut :

1. Perjanjian Keagenan adalah perjanjian kemitraan yang dilakukan antara Agen dengan
Pihak Kesatu yang bukan merupakan perjanjian ketenagakerjaan, yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing Pihak berikut setiap perubahan dan/atau tambahan (Lampiran)
yang dilakukan dari waktu ke waktu bila ada, yang merupakan satu kesatuan dengan isi
Perjanjian ini.

2. Agen adalah seseorang yang kegiatannya memberikan jasa/pelayanan dalam pemasaran
Produk untuk dan atas nama Pihak Kesatu.
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Agen Asuransi Jiwa Individu adalah seseorang yang mempunyai tugas pokok
melakukan penetrasi pasar pada segmen pasarnya berdasarkan database pasar untuk
penutupan Polis baru dan mengelola portofolio berdasarkan database portofolio dalam
wilayahnya.

Agen Koordinator Asuransi Jiwa Individu vyaitu seseorang yang mempunyai
kewajiban pokok melakukan rekrut, seleksi, pelatihan, penggerakan, pengawasan,
pengendalian, pembinaan, dan penjualan produk baru serta pengembangan terhadap
Agen Asuransi Jiwa Individu yang berada di bawah koordinasinya.

Polis adalah akta yang memuat perjanjian asuransi jiwa Individu antara Pemegang Polis
dengan Pihak Kesatu.

Dokumen adalah berkas yang harus dlpenuhl olen Calon Pemegang Polis/Pemegang
Polis untuk memenuhi persyaratan-permintas ansi jiwa Individu yang ditetapkan

oleh Pihak Kesatu. UNNERSITAS ADALAS

Premi adalah seju
melalui Pemegang
Polis, meliputi Prem

) Polis atau Tertanggung
elangsungan berlakunya
PL).

Produk Asuransi
asuransi jiwa Individ

, adalah semua produk

Pemegang Polis addk perjanjian asuransi jiwa
Individu dengan Pih FK 53

Surat Permintaan
Permintaan Asurans
oleh Pihak Kesatu.

put SPAJ, adalah Surat
#dilipersiapkan dan disetujui

Tertanggung adalah $GSeQEaRg vahb-atasHma G 2t dengan risiko asuransi dan

Penjamin adalah seseorang yang memberikan jaminan terhadap Agen yang mengadakan
kontrak perjanjian keagenan dengan Pihak Kesatu.

Surat Jaminan adalah surat pernyataan jaminan yang dibuat oleh Penjamin atas
kebenaran identitas Agen yang mengadakan kontrak Perjanjian Keagenan dengan Pihak
Kesatu, dan jaminan apabila Agen yang bersangkutan menyimpang/melanggar
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Keagenan yang mengakibatkan kerugian material
dan citra Pihak Kesatu serta Pemegang Polis.

Kantor Cabang Asuransi Jiwa Individu adalah unit kerja Pihak Kesatu yang

melakukan kegiatan operasional pemasaran asuransi jiwa individu dan pelayanan kepada
Pemegang Polis.
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15. Branch Manager Asuransi Jiwa Individu adalah pejabat yang memimpin dan

mengelola Kantor Cabang Asuransi Jiwa Individu.

Pasal 2
Penunjukan

Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua sebagai Agen Asuransi Jiwa Individu.

Pihak Kedua menyetujui dan menerima penunjukan dari Pihak Kesatu sebagai Agen
Asuransi Jiwa Individu.

Penunjukan dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua tidak dapat dialihkan kepada pihak
manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu.

Pihak Kedua beradajdibawah ansi Jiwa Individu yang
ditunjuk Pihak Kesgiti 3 4 ajiban Pihak Kedua dalam
Perjanjian ini. :

Hak Pihak Kesatu :

a. Memberikan teg
melakukan kesalz
b. Mendapatkan infg¢
Mendapatkan datg
d. Portofolio yang d

_
Kewajiban Pihak Kesa L

a. Menunjuk Agen Koordinator Asuransi Jiwa Individu sebagai pengawas pelaksanaan
Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat 5.
b. Memenuhi hak-hak Pihak Kedua sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

Kedua apabila
jian ini.
a kerja Pihak Kedua.

13

Hak Pihak Kedua :

a. Mendapatkan hak-hak berupa imbalan jasa yang besaran dan bentuknya sesuai dengan
ketentuan Pihak Kesatu, antara lain :

(1) Tunjangan Operasional (TO).

(2) Komisi.
(3) Inkaso.
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Mendapatkan hak-hak tambahan manfaat, berupa :

(1) Asuransi Kecelakaan Diri.
(2) Penghargaan, bagi yang berprestasi sesuai ketentuan Pihak Kesatu.
(3) Mendapatkan promosi jabatan sesuai dengan ketentuan Pihak Kesatu.

Kewajiban Pihak Kedua :

a.

b.

Memiliki sertifikasi keagenan yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
(AAJD.

Melakukan pendataan pasar potensial dan disimpan dalam Database Pasar (Bank
Prospek).

Melakukan kegiatan pemasaran Produk kepada Calon Pemegang Polis dan Pemegang
Polis sesuai standar prosedur operasi yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 Ayat 2.

Melakukan kegiata i
wilayahnya sebagdimansg
Memelihara dan
kepada Pemegang
Mematuhi  meka
kas/rekening Pihgkk
Melaporkan kegigia
Menyerahkan sel
Pemegang Polis
Memberitahukan
saat ini dan yang
asuransi jiwa Ind
Mematuhi Kode
Negara Kesatuan
kegiatan yang dilal&
Mematuhi dan n
kegiatan yang dija :]

.-o. Pemegang Polis di
gan baik dan pelayanan

. embayaran Premi ke

ang diterima dari Calon

masi yang diketahuinya
intaan dan penerimaan

ghdangan yang berlaku di
ol) v gawab penuh atas semua

ta melaksanakan proses
a[ ketentuan-ketentuan yang
berlaku di Pihak ras _ as” pada prosedur penjualan,
penagihan, dan pelayanan yang DerR engan pemasaran Produk.

Memberikan informasi yang benar, Jelas dan jujur kepada Calon Pemegang Polis atau
Pemegang Polis berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut Produk,
hak dan kewajiban Calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis, termasuk namun
tidak terbatas pada Syarat - syarat Umum Polis dan Syarat — syarat Khusus Polis.

. Menyerahkan Polis beserta berkas-berkas terkait dalam rangka pelayanan kepada

Pemegang Polis serta menjelaskan kembali secara menyeluruh makna dan muatan
yang terkandung dalam Polis, Syarat - syarat Umum Polis, dan Syarat — syarat Khusus
Polis.

Membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatan pemasaran Produk kepada
Agen Koordinator Asuransi Jiwa Individu.

Menyerahkan Surat Jaminan dari Penjamin sesuai dengan form yang telah ditentukan
oleh Pihak Kesatu (menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa
Individu).
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Pasal 4

Wewenang dan Tanggung Jawab

1.

Untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kesatu memberi
wewenang kepada Pihak Kedua untuk :

Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Pihak Kesatu.

Menjual Produk kepada Calon Pemegang Polis di wilayahnya.

Membantu Pemegang Polis dalam kegiatan pembayaran premi.

Mengambil dokumen yang terkait dengan permintaan asuransi jiwa Individu dari
Calon Pemegang Polis untuk disampaikan kepada Pihak Kesatu.

oo

Pihak Kedua bertanggung jawab melakukan pelayanan dan pemasaran Produk dengan
jumlah minimal :

a. Polis a5t s e te e nre e e
b. Premi Pertama (PE
c ‘
d

. Premi Lanjutan ol o] E
. Premi Lanjutan ( . N .y ...
Pihak Kedua berta
Calon Pemegang
Tertanggung.

adalah benar diisi oleh
benar atas diri Calon

Dalam melaksanaka
hal di bawah ini :

alhg untuk melakukan hal-

a. Memberikan peks

jentuan yang tercantum
didalam Polis, ma
Pihak Kesatu.

M are yang diberikan oleh
b. Mencetak, mempu akan media iklan, brosur,

pernyataan pers, |Iustra5| penjuale SKFTpSI PO|IS, atau barang cetakan lainnya
tentang Pihak Kesatu, Produk maupun jasanya serta analisa yang mengacu pada
nama, logo, merk atau Produk.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Pasal ini dapat dilakukan Pihak Kedua
apabila sebelumnya telah mendapat ijin tertulis dari pejabat Pihak Kesatu yang
berwenang.

Perjanjian Agen Asuransi Jiwa Individu Hal. 6 dari 10 Paraf :
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Pasal 6

Larangan

Pihak Kedua dilarang :

1.

SAREIE N

Sl

10.

11.

12.

13.

14.

Memberikan tanda terima pembayaran Premi, selain tanda terima resmi yang dikeluarkan
Pihak Kesatu sesuai peruntukkannya.

Melakukan kas bon untuk setoran premi.

Menahan atau mengelola premi asuransi.

Melakukan penggelapan premi asuransi.

Menerima kuasa dari Pemegang Polis untuk menerima uang yang berhubungan dengan
hak-hak Pemegang Polis.

Melakukan rekayasa/manipulasi penutupan asuransi jiwa dan rekayasa pelayanan lainnya
yang mengakibatkan kerugian Pihak Kesatu dan/atau Pemegang Polis/Tertanggung.
Melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Keagenan asuransi jiwa.

Menentukan perhitungan premi di_lua ik dltetapkan

Menimbulkan hutang 3

Pihak Kesatu.

Mengubah, mempefibahart angka ketentuan dalam Polis,
endorsemen, tarif, kéter : ) .

Mempublikasikan, e 3 tahukan da empocorkan sebagian atau
semua informasi, 1 ‘ ‘ ihakifKesatu atau Pemegang
Polis/Tertanggung sggar Jsung | afpihak manapun termasuk

si atau agen lain yang
bergerak di bidang a
Mengeluarkan biaya
siapapun atas beban
Menerima pembayaf@
rekening bank pihak
Membuat perjanjiang

pemberian jasa kepada

badi Pihak Kedua atau

Apabila salah satu pihak lalai me i Perjanjian ini, baik sebagian atau
seluruhnya, dan mengakibatkan keruglan pada pihak lainnya maka Pihak yang lalai harus
membayar ganti rugi sebesar kerugian yang timbul kepada pihak lainnya.

Apabila Calon Pemegang Polis sudah melakukan pembayaran Premi kepada Pihak
Kedua, dan Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka
kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Apabila Pihak Kedua melakukan segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana yang
terkait dengan Perjanjian ini maka Pihak Kesatu akan memprosesnya secara hukum.

Perjanjian Agen Asuransi Jiwa Individu Hal. 7 dari 10 Paraf :
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Pasal 8
Ketentuan Pembayaran Hak-hak Pihak Kedua

1. Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.a, dibayarkan kepada Pihak
Kedua selama Pihak Kedua masih aktif serta Perjanjian ini masih berlaku.

2. Pihak Kedua memberikan data kepada Pihak Pertama yang sesuai dengan data Pihak Kedua :
Nomor rekening e
Nama Bank USRS
Nama Pemilik Rekening RTRRUUURURRR
Nomor NPWP TP URPRURRRR
Nama Pemilik NPWP e
Nama Ahli Waris USRS

D o0 o

4. Apabila Pihak Kedu
hak Pihak Kedua bé
ahli waris yang sah (

ang timbul dan menjadi
akan diserahkan kepada

5. Imbalan jasa yang ¢ 3! ai ketentuan perundang-

undangan yang berlé

Perjanjian ini mulai berlgi} } n berakhir pada tanggal
31 Desember tahun ... € ' i tahun berikutnya
berdasarkan kesepakata :

1. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak, baik oleh Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua
dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu
1 (satu) bulan sebelumnya apabila pengakhiran dilakukan oleh Pihak Kedua atau 7
(tujuh) hari kerja apabila pengakhiran dilakukan oleh Pihak Kesatu.

2. Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri, Para Pihak setuju mengesampingkan berlakunya
ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehubungan dengan pemutusan Perjanjian
ini.

3. Pihak Kesatu berhak mengakhiri Perjanjian ini segera setelah memberitahukan secara
tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal :

Perjanjian Agen Asuransi Jiwa Individu Hal. 8 dari 10 Paraf :
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a. Lisensi keagenan Pihak Kedua dibatalkan, diputuskan, atau dicabut oleh Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

b. Pihak Kedua menyalahgunakan atau menggelapkan dana Pihak Kesatu yang berasal
dari Pemegang Polis.

c. Pihak Kedua dengan cara apapun telah menimbulkan risiko merusak nama baik Pihak
Kesatu.

d. Pihak Kedua tidak aktif selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang
dapat diterima oleh Pihak Kesatu.

e. Pihak Kedua melanggar Perjanjian ini dan/atau ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dalam Negara Republik Indonesia yang berdampak langsung pada
pelaksanaan Perjanjian ini.

f. Pihak Kedua membujuk atau mencoba untuk membujuk Pemegang Polis untuk
melepaskan atau mengganti Polis dengan Polis lain yang diterbitkan Pihak Kesatu.

g. Pihak Kedua dengan sengaja memberlkan informasi yang salah tentang ketentuan
Polis, manfaat Polis maupu epada_Pemegang Polis sehingga merugikan
Pihak Kesatu.

h. Pihak Kedua dijajytr=hes

I. Pihak Kedua mefjf
Pihak Kesatu be
berdasarkan Perjdnjia >

j. Dalam hal Pihak i ) NGl g jallkb sesuai dengan Pasal 4

yatakan oleh dokter dan
elaksanakan kewajiban

3. Pihak Kesatu berhak untuk mengiklankan melalui mass media atau mengirim surat
pemberitahuan kepada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia, Pemegang Polis dan khalayak ramai bahwa Pihak Kedua tidak
bekerja lagi pada Pihak Kesatu, karenanya Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan
kegiatan pemasaran asuransi jiwa atas nama Pihak Kesatu.

4. Tidak satupun pasal dari Perjanjian ini yang dapat menghalangi Pihak Kesatu untuk
mengambil tindakan hukum atau melaksanakan hak untuk mendapatkan penggantian
yang ada terhadap Pihak Kedua setelah berakhirnya Perjanjian ini.

5. Apabila Perjanjian ini menjadi batal, Para Pihak harus tetap melaksanakan dan

menyelesaikan utang piutang yang menjadi tanggung jawabnya paling lambat 2x24 jam
sejak berakhirnya Perjanjian ini.

Perjanjian Agen Asuransi Jiwa Individu Hal. 9 dari 10 Paraf :
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Pasal 12
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjiaan ini, akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Apabila salah satu Pihak masih keberatan dengan hasil penyelesaian melalui
musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Para Pihak
sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di wilayah
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 13

Pemberitahuan
Kecuali ditentukan lain_dalam fPexig arpberitahuan yang diperlukan dan
diperkenankan berdasarkar~Pef jeh a0 —+rimakanmcibel TkH [SEEaRal tertulis. Pemberitahuan
tersebut dianggap berlak#i|$et diterima oleh masing-masi g’Pj

1. Yang dimaksud de
jalannya pelaksanaa
Para Pihak untuk
gempa bumi, hur
pemerintah yang be
satu dari Para Pi
sebagaimana diuraikj

N dapat mempengaruhi
ada di luar kemampuan
patas pada hal-hal seperti
banjir, kebijaksanaan
Kesatu, sehingga salah
lesaikan kewajibannya

2. Pihak yang mengaldy . (1O :
kepada pihak lainnya afioatndar 5 A Hma ja sejak terjadinya Force
Majeure tersebut. Apa KN ang R ure tidak memberitahukan
kejadian tersebut dalam jangka WWakeg ig=tetah ditentukan, maka tidak dapat lagi

menggunakan Force Majeure sebagai alasan keterlambatan pelaksanaan kewajibannya.

3. Apabila Force Majeure tersebut mengakibatkan salah satu dari Para Pihak tidak dapat
melaksanakan kewajibannya sama sekali, maka mengenai kelanjutan dari Perjanjian ini,
Para Pihak akan membicarakan dan menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 15
Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu
diadakan, akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak dan
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini serta
mengikat Para Pihak.

Perjanjian Agen Asuransi Jiwa Individu Hal. 10 dari 10 Paraf :



Penutup
1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut

padaawal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak.

2. 1 (satu) set Perjanjian pertama dipegang oleh Pihak Kesatu dan 1 (satu) set Perjanjian
kedua dipegang oleh Pihak Kedua.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Meterai
Rp. 6.000

Nama :




